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STP (Science Techno Park] dibangun
sebagai wahana hilirisasi IPTEK untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah melalui penyebaran pusat-pusat
pertumbuhan dalam rangka pemerataan
antar Wilayah.

Outcomes yang diharapkan dari
pembangunan STP adalah: perekonomian
lokal meningkat, terbangunnya sistem
pertanian terpadu di kabupaten/kota,
terbangunnya ekosistem perekonomian
berbasis pertanian, terbangunnya klaster
industri berbasis inovasi.

Konsep organisasi STP Papua Barat
Organisasi SP terdiri dari dua institusi,
yaita Pemerintah Daerah Papua Barat
dan Universitas Papua. Agar pengelolaan
lembaga dapat dilakukan secara profesional,
maka dalam implementasi dirumuskan
kebijakan sebagai berikut.

Kegiatan SP yang bersifat teknis, dipegang
oleh tim dari Universitas Papua

Kegiatan SP yang bersifat administratif,
dipegang oleh tim dari Pemerintah Daerah
Papua Barat

Berdasarkan tujuan, luaran dan posisi
strategis STP bagi daerah, Pemerintah
Pusat melalui Kemristek dikti menginisiasi
pembentukan STP di Papua. Dari aspek
kesiapan daerah dan ketersediaan
inovasi dari perguruan tinggi/lembaga
litbang, selanjutnya ditetapkan di
Provinsi Papua Barat. Rencana tersebut
ditindaklanuti melalui pertemuan antara tim
Kemenristekdikti dengan Bappeda Provinsi
Papua Barat pada tanggal 22 Mei 2015,
yang menghasilkan pernyataan dukungan
pemerintah provinsi terhadap pembangunan
STP di Provinsi Papua Barat.

Bentuk dukungan pemerintah daerah yang
diperlukan dalam pengembangan STP
Papua Barat berupa: kemudahan perijinan



dan kelembagaan, penyediaan lahan
dan prasarana pendukung, penyiapan
konsep dan masterplan (termasuk bentuk
kelembagaan/organisasi STP), dukungan
program, serta penguatan jejaring di
daerah (dengan perguruan tinggi, lembaga
keuangan, dan sebagainya).

Pada pertemuan-pertemuan dalam bentuk
Focus Group Discussion (FGD) berikutnya
juga disepakati bahwa bentuk organisasi
STP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) di bawah Balitbangda Provinsi Papua
dengan konten lokal yang diangkat adalah
sagu, hasil hutan dan hasil perikanan/
laut. Terkait dengan itu, pembentukan
STP Papua Barat juga selaras dengan misi
Gubernur Papua Barat Periode 2017-2022,
yaitu: (1) meningkatkan daya saing dan
iklim investasi daerah; (2) membangun
pertanian yang mandiri dan berdaulat; (3)
membangun perikanan dan kepariwisataan
yang berdaya saing.

Insisiasi dan pengembangan STP Papua
Barat telah dimulai sejak Tahun 2015
melalui serangkaian kegiatan sosialisasi
dan peningkatan kapasitas calon pengelola
STP. yang diperlukan dalam pengembangan
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dan peningkatan kapasitas calon pengelola
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Papua Barat, pada Tahun 2017 dibentuk
Kelompok Kerja [Pokja) STP Papua Barat
oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua
Barat yang bertugas untuk menyiapkan
kelembagaan tetap STP yang nantinya
ditetapkan melalui Surat Keputusan
Gubernur. Selain itu Pokja tersebut
berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan
kegiatan-kegiatan STP di Papua Barat.
Pokja yang dibentuk tersebut terdiri dari
Pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat,
UNIPA, STPP, BPTP dan dari pihak swasta.

Pelaksanaan Kegiatan

Kelompok Kerja STP Papua Barat
melaksanakan kegiatan Tahun 2017
berdasarkan rencana kerja dan Master Plan
Pengembangan STP Papua Barat yang telah
disusun pada Tahun 2016. Kegiatan STP
Papua Barat Tahun 2017 dikelompokkan
dalam beberapa bidang kegiatan: Bidang
Kelembagaan, Pengembangan Sumberdaya
Manusia, Sarana dan Prasarana, dan Bidang
Lainnya. Sumber pendanaan kegiatan
STP Papua Barat Tahun 2017 berasal dari
Kementerian Ristek Dikti dan Pemerintah
Provinsi Papua Barat melalui Balitbangda
Papua Barat, setelah terbentuk Balitbangda
sebagai OPD baru yang menangani
penelitian dan pengembangan di daerah.
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Areca Jokowi, Spesies Pinang Baru dari

Nama spesies Jokowi diambil
dari Nama Presiden Republik
Indonesia Bapak Joko Widodo
sebagai penghargaan atas
kepemimpinan, keteladanan,
jasa dan upayanya dalam
memimpin Bangsa dan Negara
Indonesia, terlebih perhatiannya
dan kepeduliannya dalam
membangun Tanah Papua.

Sejarah Penemuan

Penemuan pinang Jokowi ini berawal
dari penelitian lapangan yang dilakukan
oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
Universitas Papua (Puslit LH UNIPA), yang
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kaimana dalam menindaklanjuti
laporan adanya invasi gulma air eceng
gondok di perairan Danau Yamor dan
DAS Omba tahun 2015. Tim selanjutnya
melakukan kajian di sekitar ekosistem
Danau Yamor, termasuk mengoleksi
berbagai jenis tumbuhan yang berada
di hutan dan perkampungan danau
tersebut. Ketua Tim Peneliti dan sebagai
otoritas dunia di bidang taksonomi pinang
(Areca: Arecaceae), Profesor Dr. Charlie
D. Heatubun S.Hut. M.Si, FLS langsung
mengenali bahwa pinang ditemukan di hutan
dekat Danau Yamor ini adalah jenis baru.
Dan kesempatan untuk menindaklanjuti
dan dipublikasikan sebagai jenis baru
secara sahih (valid) kembali dilakukan
dan dipercepat setelah Tim Ekspedisi
NKRI Koridor Papua Barat Tahun 2016
mendapat arahan untuk mengunjungi,
mendokumentasikan keberadaan pinang
ini di habitat alamnya dan mengoleksi
spesimen untuk keperluan studi lanjut dan
pembudidayaannya.

Penamaan

Profesor Dr. Charlie D. Heatubun S.Hut.
M.Si, FLS menyebut pinang temuan barunya
dengan nama Areca jokowi atau pinang
jokowi. Pemberian nama tersebut sebagai
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Papua Barat

penghargaan sang penemu kepada
Presiden Joko Widodo yang menunjukan
kesederhanaan dan keteladanan dalam
kepemimpinan sertea kepeduliannya pada
masyarakat Papua.

Pinang Jokowi menggunakan nama
ilmiahnya secara resmi setelah nama
dan deskripsinya dipublikasi atau terbit
pada jurnal ilmiah internasional Phytotaxa
volume 288 halaman 175 -180 pada tanggal
14 Desember 2016 sebagai syarat utama
keabsahannya. Dengan demikian nama
ilmiah pinang Jokowi adalah Areca jokowi
Heatubun.

Taksonomi, Distribusi, dan Habitat

Pinang Jokowi sangat unik karena berbeda
secara morfologis dengan jenis pinang yang
telah diketahui sebelumnya dari Tanah
Papua (Areca catechu, A. Macrocalyx,
A. mandacanii dan A. unipa). Pinang ini
berperawakan sebagai palem tunggal
dan berbatang langsing (diameter 7-8
cm) dengan tinggi mencapai 15 meter.
Sementara ciri paling menonjol adalah
perbungaannya yang termasuk “mini” atau
kecil dimensinya namun padat serta bunga
betinanya memiliki calyx berwarna putih
yang sangat kontras.



Pinang ini dijumpai dan
tumbuh alami pada hutan
perbukitan yang memiliki

lapisan tanah tipis pada
batuan pasir (sandstone)

dengan elevasi 300 m

di atas permukaan laut

dekat dengan Danau

Yamor di daerah Leher

Kepala Burung.

Pinang ini dijumpai dan tumbuh alami pada
hutan perbukitan yang memiliki lapisan
tanah tipis pada batuan pasir (sandstone)
dengan elevasi 300 m di atas permukaan
laut dekat dengan Danau Yamor di daerah
Leher Kepala Burung. Tanaman pinang
ini ditemukan di lahan-lahan masyarakat
di Desa Gariau (Urubika) yang masuk
dalam wilayah administrative Kabupaten
Kaimana di Papua Barat. Secara ekologis,
Pinang Jokowi membutuhkan naungan
untuk pertumbuhan awalnya dan akan
membutuhkan sinar matahari penuh setelah
dewasa. Dalam jurnal diinformasikan,
biji pinang jokowi berasal dari hutan
perbukitan Kepala Air Kali Ima di Gunung
Daweri, dekat Desa Kewo yang berbatasan
dengan Desa Nabire di Papua. Warga Desa
Urubika mengambil biji pinang jokowi di
atas perbukitan setinggi 300 meter itu, lalu
ditanam di kebun warga hingga kini.

Secara etnobotani nama daerah pinang
ini adalah Siaku’ dalam Bahasa lokal
(dialek Yamor suku Kamoro). Pemanfaatan
secara tradisional sebagai bagian penting
kebiasaan menyirih orang Papua yang

buahnya dikunyah bersama sirih dan bubuk
kapur, layaknya pinang sirih (Areca catechu
L.).

Status Konservasi

Terkait kondisi dan kerentanan spesies
itu dari kepunahan, jurnal tersebut
merekomendasikan agar dilakukan
kajian lebih lanjut. Hal ini berdasarkan
daerah distribusi yang terbatas, jumlah
populasi yang sangat jarang dan sifat
keendemikannya, maka pinang Jokowi
ini termasuk jenis langka yang perlu
mendapatkan perhatian serius dalam upaya
pelestariannya.

Penulis:

Nita Yohana

Bekerja pada Yayasan Econusa

Di Papua Barat Bekerja untuk Sekretariat Mitra
Pembangunan Papua Barat
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Inisiatif Pembentukan Mitra
Pembangunan Papua Barat

Latar Belakang Pembentukan Mitra
Pembangunan

Setelah pelaksanaan International
Conference on Biodiversity, Eco-tourism,
and Creative Economy (ICBE] 2018 pada
7-10 Oktober 2018, terdapat beberapa
target spesifik yang harus dicapai
sebelum dan sesudah konferensi. Target
tersebut juga merupakan langkah
untuk mengimplementasikan Provinsi
Pembangunan Berkelanjutan, dan meskipun
beberapa target terdengar sangat ambisius,
tetapi selama konferensi ada kesepakatan
konsensus oleh pejabat pemerintah
utama dari tingkat nasional, regional dan
kabupaten sebagai pemimpin publik dan
masyarakat untuk mendukung pelaksanaan
Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, yang
sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi
Manokwari yang memuat 14 poin penting.
Deklarasi Manokwari ini adalah pencapaian
terpenting Konferensi ICBE 2018 yang
diperoleh melalui dukungan politik yang
lebih luas untuk Provinsi Pembangunan
Berkelanjutan melalui kerja sama berbagai
pihak, termasuk didalamnya para mitra
pembangunan. Mitra pembangunan ini
terdiri dari lembaga, organisasi, institusi
baik dari dalam dan luar negeri yang
bersama-sama bekerja dan berkontribusi
untuk pembangunan berkelanjutan di
Provinsi Papua Barat.

Sekretariat Mitra Pembangunan

Dalam penyelenggaraan ICBE 2018,
terdapat peran yang sangat penting untuk
digarisbawahi adalah selama persiapan dan
konferensi diselenggarakan dan dikelola
oleh Sekretariat ICBE 2018. Tugas-tugas
itu termasuk menyiapkan target konferensi,
mengorganisir dan mengoordinasikan
sekitar 25 Mitra Pembangunan untuk
menindaklanjuti target sebelum dan
sesudah konferensi. Sekretariat ICBE
2018 juga menyelenggarakan beberapa
pertemuan sosialisasi dan koordinasi,
baik di tingkat provinsi, nasional dan
internasional. Karena tidak semua target
ICBE 2018 telah diselesaikan selama
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Konferensi dan berdasarkan rekomendasi
Rapat Koordinasi ke-5, maka dibutuhkan
dorongan untuk memperpanjang peran
Sekretariat. Untuk hal tersebutlah,
Sekretariat Mitra Pembangunan Papua
Barat akan menjadi wadah untuk
berkoordinasi mengenai aktivitas para mitra
yang dilakukan di Papua Barat.

Peran Sekretariat Mitra Pembangunan yang
utama meliputi:

1. Memperkuat dan memelihara koordinasi
di antara para pemangku kepentingan
utama yakni OPD Provinsi Papua Barat
dan Mitra Pembangunan terkait).

2. Mengkoordinasikan semua kegiatan Mitra
Pembangunan dengan OPD Provinsi
Papua Barat terkait dan memfasilitasi
koordinasi antara Provinsi Papua dan
Papua Barat.

3. Memastikan penyelesaian target ICBE
2018.

4. Memastikan terlaksananya semua
komitmen yang dibuat selama konferensi.

5. Memdorong kerja sama program antar
OPD Papua Barat terkait dan Mitra
Pembangunan untuk mendukung
Pembangunan Berkelanjutan di Papua
Barat.

Landasan Hukum Mitra pembangunan

Pembentukan Mitra Pembangunan Papua
Barat nantinya secara legal melalui SK
Gubernur Papua Barat. Proses SK tersebut
telah diinisiasi oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Papua Barat. Saat
ini draf SK Mitra Pembangunan sudah dalam
tahapan revisi yang selanjutnya diserahkan
kepada Biro Hukum Papua Barat untuk
ditelaah sebelum disyahkan oleh Gubernur
Papua Barat. Untuk kedepannya, setelah
SK Mitra Pembangunan Papua Barat
disyahkan, maka akan dilakukan Rapat
Koordinasi baik pada tingkat internal OPD
Papua Barat, maupun koordinasi dengan
Mitra pembangunan terkait yang dilakukan
secara berkala.

Penulis:

Nita Yohana

Bekerja pada Yayasan Econusa

Di Papua Barat Bekerja untuk Sekretariat
Mitra Pembangunan Papua Barat
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Profil Balitbangda

Keberhasilan dan kemajuan suatu
bangsa tidak lepas dari peran dan
dukungan lembaga riset. Sebagai ujung
tombak Lembaga riset diharapkan dapat
memberikan rekomendasi berdasarkan
hasil penelitian dan kajian ilmiah terhadap
isu-isu strategis dan prioritas daerah untuk
menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan
bagi pemerintah daerah.

Provinsi Papua Barat memiliki potensi
sumber daya alam yang luar biasa, baik
pertanian, perikanan, pertambangan, hasil
hutan maupun pariwisata. Namun potensi
luar biasa tersebut belum termanfaatkan
secara optimal untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat,yang tercermin dari
tingginya angka kemiskinan Papua Barat.

Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari
(selanjutnya disebut BALITBANGDA Provinsi)
adalah organisasi perangkat daerah unsur
penunjang pemerintahan penyelenggara

fungsi kelitbangan yang memiliki tugas
dan fungsi menyelenggarakan penelitian,
pengembangan, pengkajian, penerapan,
perekayasaan, pengoperasian, dan
evaluasi kebijakan serta administrasi
dan manajemen kelitbangan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan daerah
provinsi.

Sudah tidak menjadi rahasia umum bahwa
hasil-hasil penelitian dan pengembangan
(litbang) dapat memberikan manfaat secara
maksimal dalam proses pembangunan di
daerah, dengan mempublikasikan hasil-
hasil penelitian dan pengembangan kepada
publik, artinya publikasi hasil litbang adalah
sebuah keniscayaan.

Harapan kami yang paling besar adalah
hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan
yang dihasilkan oleh Balitbangda Provinsi
Papua Barat menjadi dasar dan bahan
acuan bagi seluruh Aparatur Pemeritah
Daerah di Papua Barat dalam menyusun

program kerja dan kegiatan dalam
membangun Papua Barat.

Sejarah dan Dasar Pembentukan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Propinsi Papua Barat merupakan
perangkat daerah Tipe B yang
melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan Bidang Penelitian dan
Pengembangan. Pembentukan berdasarkan
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penelitian dan Pengembangan
di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah yang dituangkan
dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah. Secara Operasional Balitbangda
Provinsi Papua Barat di mulai pada Januari
2017.
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VISI & MISI

Visi

Pernyataan visi Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Papua
Barat, disesuaikan dengan visi Provinsi
Papua Barat, yaitu:

“Membangun dengan hati
mempersatukan dengan kasih
menuju Papua Barat yang
Aman Sejahtera dan
Bermartabat”

Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, maka
Balitbangda Provinsi Papua Barat
menetapkan misi, yaitu:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan
yang baik dan berbasis aparatur yang
bersih dan berwibawa (good and clean
governance) serta otonomi khusus yang
efektif

PROFIL BALITBANGDA

2. Mewujudkan kegiatan penelitian dan
pengembangan yang berkualitas

3. Mewujudkan pengembangan potensi
Sumber Daya Alam Hayati dan penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berdaya guna dan berhasil guna.

4. Mengembangkan potensi SDM yang
berwawasan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan
Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7
Tahun 2016 bahwa tugas dan fungsi Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Balitbangda) Provinsi Papua Barat adalah
sebagai berikut:

e Balitbangda Provinsi Papua Barat
mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan di bidang
penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah provinsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Balitbangda Provinsi Papua Barat dalam
melaksanakan tugas, menyelenggarakan
fungsi:
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a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian
dan pengembangan pemerintahan
provinsi.

b. Penyusunan perencanaan program dan
anggaran penelitian dan pengembangan
pemerintahan provinsi.

c. Pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di pemerintahan provinsi.
pelaksanaan pengkajian kebijakan
lingkup urusan pemerintahan daerah
provinsi.

d. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi
daerah.

b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
atas pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di provinsi.

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan lingkup
pemerintahan provinsi.

f. Pelaksanaan administrasi penelitian dan
pengembangan daerah provinsi.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh gubernur

Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang penelitian dan
pengembangan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut, Balitbangda Provinsi Papua Barat
mempunyai fungsi, sebagai berikut :

e Perumusan kebijaksanaan teknis di
bidang penelitian dan pengembangan
daerah sesuai dengan yang ditetapkan
gubernur berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

e Fasilitasi dan dukungan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang penelitian dan pengembangan.

e Perumusan kebijakan operasional,
pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan
penelitian dan pengembangan bidang
sosial dan pemerintahan, bidang
ekonomi dan pembangunan, dan bidang
pembinaan masyarakat daerah.

e Pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian kegiatan unit pelaksana

teknis.

Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
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